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(Lembaran l'iegam Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3895)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Talrun 2000

teDtang Pembentukan Propinsi Maluku Utara' Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lldonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 43 55);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Pen.rndang-Undangan (LembaraD Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389)l

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teDtang Pemeriksaan Pengelolaaa

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negan Republik

Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Unddng Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200,1 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telai diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

Tentang PeDetapan PeBturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
'fahun 

2004 Tentang Pemerinlaha.n Daerah menjadi Undang-Undang

(l,cmboriu Negam Republik lndonesia Tahun 2005 Nornor 108,

l'anrbdhan [,omba-raD Negara Nomor 4541i);

9. Undalg-Undelrg Nonror 33 Talun 2004 tentang Perimbang.ur Keuangan

antara Peme ntah Pusat dan Pemerinlalral Daerah (Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lcmbaran Negara

Repubiik lndonesia Nonor 4438)i

i0. Peraturan Pemedntah Nomor Nomor 66 lahun 2001 lenlang lletribusi

Daerah (Lembaral Negara Tahun 2001 Nomor I I 9, 
'l'arnbalrar 

Lenrbaran

Negara Nomor 4139);
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1 l. Peratuan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomnr 
'l 
18, Tambahan Lembaran Negala

Nomor 4l38);

12. Pora(urun Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentilllg perubahan atas

l)cfoturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengaogkatan

I)cglw.li Ncgcri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 33 lahun 2002);

13. Pelaturan Pemerintah Nomor 24 TahuD 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembamr Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republili lndonasia Nomor 4503 )l

14. Peratuan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 lcDtang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indoncsia lahun 2005 Nomor 136.

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4574 );

15. PeEturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 lentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran NegaE Republik Indonesia Nomor 4575 );

16. Peraturan Peme.intah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim lnfbrmasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4576)l

17. Peratuan Pemedntah Nomor 57 Ta{run 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik ludonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );

18. Perah{an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangar Daelai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

45"18)t

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintalan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propipsi, Dan Pemerintahall Daerah Kabupaten/Kota (LembaED

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20, Peraturan Peme ntah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembamn Negara Republik hdoDesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaE Republik Indonesia

Nomor 4741)l



21. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008 Tentang

Pembeltukan Organisasi dan taia keda Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupat€n Buru (Lembaran Daerah

Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 04, Tarnbahan Lembaran Daerah

Kabupater Buru Nomor 04 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besefta Perangkat Daerah Olonom yang lain sebagai

Badan Eksekutif Daerah;

b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Burul

c. Bupati adalah Bupati Buru;

d. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Bu.u;

e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacnh adalah Dinas llendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuaig,m dan Asct DaeEh

Kabupaten Buu;

b. Jabatan Strukural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;

c. Pejabat Struktural yang dimaksud adalah urtuk jabatan shukhFal eselom II, III dan eselon lV

dan V;

BAB II

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAXRAH

Pasal 2

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangal D€senteralisasi Tugas di bidang
Pengelola Keuangan Daerah.
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(2) Uraian trgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan kcbijakan teknis dan opemsional badan dengan cam menjabarkan kebijakan

Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi

program dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Merumuskan pedoman kerja di lingkungan dinas pendapatan, pengeloiaan keuangan dan

aset daemh;

c. Merumuskan rencana jangka panjang nenengah dan tahunan dinas pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. Mengendalikan prograrn&egiatan yang terkait dengan pelaksanaan Melakukan pembinaan,

pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta memberikan sa.nksi sesuai ketentuan

peraturan yang berlaku;

e. Mengesahkan DPA-SKPD,DPPA-SKPD setelah mendapat persetujuan Seketaris Daerah;

f. Melaksanakan 1lngsi Bendahara umum daerah;

g. Mengkoordinir pelaksanaan pemungulaq pendapatan asli daerah yang telah di tetapkan

dengan peraturan daerah;

h. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas

nama pemorintah daerah;

i. Mengkoordinir pelaksanaan informasi keuangal daerah;

j. Merumuskan pedonran pengelolaan dan penghapusan barang milik daerah;

k. Mengkoordinir pclaksanaan sislcm akuntansi dan pelaporan;

i. Mengkoordinir pcnyusunan laporan keuangan daerah dalanr ritngka pertdnggungjawaban

pelaksanaan APBD;

m. Memberikan pertimbangan perijinan/rekomendasi di bidang pendapattrn, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

n. Melaporkaa hasiJ pelaksanaan tugas secara berkala maupun scwaktu-waklu kepada atasan;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

Bagian Pertama

SEKRETARIS DINAS

Pasal l

(l) Sekretaris dinas m€mpunyai tugas memberikan pelaya.nan administasi, kepegawaian,

koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, umsan umum dan urusan keuangan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai bedkut :



a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundanS-undangan dan pedomar/pctunjuk

teknis serta merencaflakan kegiatan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaaD lugas:

b. Menyusun petunjuldpedoman operasional kerja sekretariat dinas sesuai arah dan sasaran

yang telah ditelapkan sebagai pedoman kerja;

c. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepcgawaian dan perencanaan serta

administrasi keuangan;

d. Memberi dar mengkoordinir pelayanan administrasi kepada kepala dirus dan bidang di

Iingkup dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerdh;

e. Mengkoordinasikan pen lsunan dan pelaksaoaan progran/kegiatan pada seluruh bidang

untuk diteruskan kepada kepala dinas;

f. Mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan uusan surat menyurat dan urusa.n

rumah tangga;

g. Menyusun laporan pelaksa.naan pengawasan melekat (waskat) dengan cara mempelajari

dan membuat ielaahar pelaksanaan waskat sesuai ketentuan yang berlaku;

h, Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi, berkala dan tahunan

dinas;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1) Kepala sub bagian umum dan kepegawaiaa mempunyai tugas melaksanakan dan

menyglenggarakan uusan administasi umum, perlengkapan dan kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Men,'usun rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian

sebagai acuan pelaksan.uur tugas:

b. Mendisfibusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

c. Membual tata oara kcria sub bagran;

d. Memberikan pellylltran urusao umun! perlengkapan dan kepegawaian;

e. Melaksanakan urusan kcarsipan, peltgetikon. penggandaan dan pcndistribusian surat/bahan

celakan se(a keanranan dokumen;

f. Menyiapkan perjalanan dinas, melaksanakan urusan kerumahtauggaan dinas, hubungan

masyaxakat, keprotokolan s€da m€ngawasi polaksanaan kebcrsihan lingkungan;

g. Mengelola dan membuat daftar inventaris barang bergeral dan lidak bergerak serta

nembuat iaporannya;



h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Kepala sub bagian pcrcncanaan mempunyai iugas melakukan koordinasi penyusunao rencana

program/kegialan serta trclaksanakan dan merryeienggarakan administuasi perencanaan.

(2) Unian tugas dimaksud prda ayat (l) terdiri dari :

a. Menyuslrn rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian pcrcncanaan sebagai acuan

pelaksanaan tugas;

b. Melaksanakan manajemen layanan unrsan perencanaan dengan cara meigkoordinasikan

dan membina layanan urutan perencanaan di lingkup dinas sesuaijuklak dan juknis;

c. Menyusun laporan berkala, tahunar\ Rensta dan LAKIP dengan cara mcnghinpun data,

melrpeiajari, rrangelola dan mengaoalisis laporan hasil pelaksanaan progranJkegiaian;

d. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan;

e. Melaksarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 6

(l) Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakaa dan menyelenggarakan

administrasi pengelolaan keuangan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdid dari :

a. Menyusun rencana pelaksanaat kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan pelaksanaan

tugas;

b. Men)rusun rencana keda dan anggaran dinas;

c. Melakukan urusar pengelolaan administasi keuangan dinas;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan dinasj

e. Membuat laponn pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan;

f. Membuat laporan pengelol&.rp keuangan setiap tdwulan, semesteran dan tahunan serla

mengkoordinasikan penyusunan LAKIP;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Kedua

BIDANG PNNDAPATAN

Pasal 7

(l) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan uusan teknis dan operasional

pengeiolaan keuangan daerah bidang pendapatan.

(2) Unian tugas dinaksud pada ayat (l) terdiri dari ;

a. Merumuskan kebijakan teknip opemsional bidang pendapata'n dengan cara menjabalkan

kebijakan Kepala Dinas, pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serla

evaluasi progmm pendapatan daerah di Kabupaten;

b. Mermuskan progam kerja bidang peDdapatan dengan cara mempelajari $asukan Sub

bidang p,rda Biilang Pendapatan dan referensi terkail;

c. Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek pembangunan

pendapatan dacrah di Kabupaten dengan cam mempelajari kebutuhan dan usuian Sub

bidang;

d. Merumuskan rencana keria llidang Pcndapatan dengan cara mcmpclajari usulan anggaran

yang diajukan oleh Kepala Sub Bidang sesuai hasil pembtrhasan rcncani/program Bidang

Pendapatan;

e. Menmuskan pedoman kerja Bidang Pcndapatan dengan crLra mempclajari rancangan

pedoman kerja yang disusun dan diajukan oleh Kepala-kepala Snb Ilidang;

f. Melakukan manajemen strategis pelaksanaan upaya pendapatan dacrah di KabuPalen

dengan cara rnempelajari situasi dan kondisi Kabupaten scrta menetapkan strategi

operasional dan target;

g. Mengendalikan upaya pendapatan daeral dengan berpedoman pada standaj upaya

pendapatan daerah dengan cara memberikan bimbingan dan pengendalian serta

pengarahan;

h. Melaporkan hasil peiaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan:

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI PENDAITARA.N, PENDATAAN DAN I'ENETAPAN

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Pendaftaran, Pendalaan, Penetapan dan Pendapatan mempunyai tugas

melaksanakan dan menyelenggarakan Pendaftaran, Pendalaan, Penetapan dan Pendapatan

dibidang pendapatan daerah.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat ( I ) tcrdid dari :



a. Menyusun rencana ksgiataltprogram Pendaftaran' Pendataan' l)enetapan dan Pendapatan

dengao memperhatikan hasil kegiatan/program tahun sebelumnya;

b. Membuat tata cara kerja dengan cara mempelajad pedoman kerja Bidang Pendapatirn sefta

referensi terkail;

c. Menl'usun rencana kegiatart pengawasan dan bimbingarftapat koordinasi/pelcatatan dan

pelaporan, dengan cam mempelajari hasil kegiatan seksi dan prioritas masalah, dalam

rangka penggerakal pelaksanaan dan pengendaliaan kegiatan Pendaflaran, Pendataan,

Penelapan dan Pendapatan;

d. Melaksanakan manajemen pembinaan clalam seksi Pendallaran, Pendataaq Penetapan dan

Pendapatan dengan cam mengkoordinir dan membina sesuai juklaVjuknis, skala prioritas,

asas tepat wakli dan tepat gura;

e. Melaksanakan bimbingan teknis dan operasional pelaksanaan kegiatan Pendaflaran,

Pendataan, Penetapan dan Peudapatan dengan mengacu pada standar pelayan,m, perutuan

perundang-und;Lngan yang berlaku serta refergnsi te.kait;

f. Mendistribusik:ur tugas kepada bawahan dan memberi petunjuvarahan untuk kelancaraD

pelaksanaannya;

g. Men)'usun rencana pelaksanaan kegiatan penerimaan, peoagiha[ dan pelaporan dengan

cara mengatur alokasi sumberdaya sesuai juklaLy'juknis, skala prioritas asas tepat waktu dan

tepat guna;

h. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laponn

hasil pelaksanaan kegiatan seksi;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEI(sI PENtrRIMAAN, PENAGII-IAN DAN PITLAPOIIAN

Pasal 9

(i) Kepala Seksi Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan mcmpunyai lugas melaksanakar dan

penyelenggaraan penerimaan, penagihan dan pelaporan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (l) terdiri dad :

a. Men).usun .encana progGm^egiatan Sub Bidang Pencrimaan. Penagihan dar Pclaporan

berdasarkan pedoman kerja Bidarg Pendapatan dan .iukiak/iuknis deng.LJr carit

rnemperhatikan hasil kegiatan/program iahun sebelumnya dan usulan kegiatar pcjabat

fingsionaLl di lingkungan Sub Bidang Penedmaan, Penagihnn diur Pelaporan;

b. Membuat tata cara kerja dengan cam mempelajari pedoman kerja Bidang pendapatdn serta

referensi terkait daa menelaah pejabat fungsional di lingkungan Sub Bidang penerimaun,

Penagihan dan Pelaporan;



c. Menyusun rencanri kegialan pcngauasan dan bimbingan/rapat koordinasi/pencatalzur dan

pelaporan, deflgan cara mempelajari hasil pelaksanaan dan pengendalian kogiatan

penerimaan, penagihan dan pelaporan;

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petuDjuk/arahan untuk kelancaran

pelaKsanaannya;

e. Menyusun rencana pelaksanaan kegialan penerinaan, pcnagihan dan pelaporan dengdn

cam mengatur alokasi sumberdaya sesuai juklak/juknis, skala prioritas asas tcpal waktu dan

lepat guna;

I Membuat laporan berkala dengar cara mempelajari, mengolah dan m€nganalisa lapor.ul

hasil pelaksanaaa kegiatan pembinaan dar pengendalian pencrimaan, penagihan dan

pelaporan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh alasan.

Bagian Ketiga

BIDANG ANGCARAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas teknis dan operasional

melaksanakan tugas uusan pengelolaa.n keuangan di bidang anggaran dan Perbendaharaan.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional bidang anggaran dengan cara menjabarkan

kebijakan Kepala Dinas melalui pen)lrsunan pedoman pelaksanaan tugas di Bidang

Anggaran sefla evaluasi pelaksanaan program kegiatan Bidang Anggaral dan

Perbendaharaan;

b. Merumuskan program kerja bidang anggaran melalui masukan sefia koordinasi dengan

Sub-sub Bidang pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;

c. Men;,usun dan mengusulkan daftar usulan program, daftar usulan kegiatan dan anggaran

pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;

d. Mengumpulkan data sebagai materi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh

serta perubahan APBD;

e. Menyusun ranodnglln Perda tentang APBD/perubahan APBD dan pengantar nota

keudngan;

f'. Menyusun dan mcoyidpkan mDcarlgan Peraturan Bupati lcntang penjaba.ran APBD dan

penjabaran pentbiLhan Al)BlJ;

g. Membahas rancangan APBD dan perubahan APBD bcrsama tim anggaran eksekutif

sebelum dibahas dengan DPRD;

h. Menginfentarisir permasalahan-permasalahar yang berhubungan dengan bidang anggaran.

l 0



i. Melakukan koordinasi dengan SKPD menyangkut tugas Bidang Anggaran;

j. Menyiapkan pedoman dan memfasilitasi penyusunan DPA-SKPD;

k. Menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. M€mantau p€laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah;

m. Menetapkan prosodur serta mekanisme kerja Bidang Anggarar dan menerapkannya pada

Sub Bidang;

n. Melakukan evaluasi ilan pengawasan ata$ pelaksanaaJl tugas dari Sub-sub Bidang dan

melaporkan kcpada atasan;

o. Mengendalikan slal daliun mclaksanakaD tugas Bidang Anggaran;

p- Memberikan araharr dan bimbingln k,.'pcdrr stul scrti] melakukcn luorclinasi <lengan kepala-

kepala sub bidang;

q. Membuat laponn be*ala dengan cara mempelajari, mengolah dan mcngtuulisa laporan

hasil pelaksanaan kegiatan ;

r. \4elxksanakan tugas lain l ang diberikan oleh alasan.

SEKSI ANGGARAN

Pasal l l

(1) Kepata Seksi Anggamn mempuryai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan operasional di

bidang anggaran.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat ( I ) terdiri dari :

a. Mendistribusika:r tugas kepada bawahan dan memberi petunjulda.rahan untuk kolancaran

pelaksanaannya;

b. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan APBD berdasarkan, RKA yang diusulkan

oleh SKPD;

c. Meneliti dan membahas kesesuaian / kewajaran Rencala keda dan anggarun yang

tercartum dalan RKA- SKPD be.sarna Tim Anggaran Pemerintah Daerah dgngan masing-

masing SKPD;

d. Menyiapkan materi /bahan penlusunan mncangan APBD;

e. Menyusun Rancangad Perda tentaog A?BD dan Rancangan Peratuan Bupad lentang

Penjabarall APBD;

f. Melaksanakan pra pembahasim Rancangau APBD dan Penjabaran APBD bersama Tim

Anggamn Pemerintah Daerah sebelum diajukan ke DPRD;

g. Menyiapkan dan menyampaikan Rancangan APBD kepada Tim Anggaran Pemerintah

Daerah untuk diajuka.n kepada DPRD;

h. Melakukan pembahasan Radca[gan APBD befsama Tim Anggaran Pemedntah Daerah

dengan Panitia Anggaran DPRL,

i. Memeriksa dan memverifikasi Rancangan DPA-SKPD untuk disetujui dan disahkan oieh

PPKD;

l l



i. Menyampaikan DPA-SK-PD yarg telah disetujui/disatrkan kepada SKPD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran;

k. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisa laporan

hasil pelaksanaan kegiatan ;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oieh atasan

SEKSI PERBENDAHARAAN

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Perbendaharaan inempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis dan

operasionalisasi untsan Pelbendahsraan.

(2) Uraian tugas dimak rud pada ayat ( I ) terdiri dari :

a. Mendistdbusikan tugas kepada staf dan memberi petunjul-/arahan untuk kelancaran

pglaksanaannya;

b. Menyiapkan anggaran kas pemerintah daerah;

c. Menerbitkan Sural Penyediaan Dana ( SPD ),:

d. Meneliti kelcngkapan dokr:men dan I jumlah anggaran yang tercantun dalam SPM yang

diajukan penggunl anlggaran/kuasa pgngguna anggaran;

e. Memproses dan menerbitkan Surat Perintah Pcncainn Dana ( SP2D );

I Memiultau pelal(sanaan penedmaan dan pengeluaran APBD;

g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

h. Melaksanakan perempatan uang daerah dan mengelola/mcnalausahakan investasi

oaera!;

i. Melakukan pembayaran berdasarkan pelmintaan pejabat pcngguna anggaran/kuasa

pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;

j. Melakukan pengelolaal utang dan piutang daerah durl melakukan pcnagihan piutang

daerah;

k. Memantau pelaksanaan penyetoEn pajak-pajak negara dan penatausahaan pajak-pajak

negara;

L Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibedkan oleh atasan
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Bagian Kcempat

BIDANG AKUNTANSI

Pasal 13

(l) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dan operasional

urusan pengelolaan keuangan daerah bidarg akwltansi serta mengkoordinasikan perurnusan

kebijakan di bidang akuntansi.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdii dari :

a. Merumuskan kebijakal teknis dan operasional Bidang Akuntansi dengan cara

menjabarkan, kebijakan Kepala Dinas, pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan

kegiatan serta evaluasi program akuntansi;

b. Merumuskan program kerja Bidang AL:untansi dengan cara mempelajari masukan masing-

masing seksi dan referensi terkait;

c. Merumuskan dan mengusuikal Rencana kerja dan anggaxan Bidang Alcuntansi dengan cara

mempelajari usulan anggaran yang diajukan oleh masing-masing seksi;

d. Menlusun dan menyiapkan Laporan Keuangan Pemedntah Daeran (LKPD) yang terdi

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, iaporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan untuk disarnpaikan kepada kepala daerah;

e. Menyusun dan menyiapkan l(ancangan Perda tentang Peflanggungjawaban Pelaksanaan

APBD;

i Merumuskan pedoman kerja Bidang Alontansi dengan mempertimbangkan usulan seksi-

seksi yaDg peryedoman pada ketentuan yang berlaku;

g. Mengarahkan dan momantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi;

h. Merumuskan prosedur serta mekanisme kerja bidang akuntansi dan menerapkamya

kepada seksi;

i. Melaksanakan lugas lain yang diberikan oleh atasan.

StrKSI PENCATATAN AKUNTANSI

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Pencatatan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kcbijakan teknis dan

operasionalisasi pencatatan akuntansi, pengikhtisaran sanpai dcngan pelaporan.

(2) Uiaian tugas dimaksud pada ayat (l ) terdiri dari :

a. Mendistribusikm tugas kepada bawahan dan memberi pcluniuk/arahan untuk kclancaran

pelaksanaarmya;

b. Menyusun rencana kegiatattprogram penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Penyusunan ranoangan pcrattlran Bupati

tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
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c. Membuat petuniuk pelaksanaan (uklak) kerja dengan cara mempelajari pedoman kerja

Bidang Akuntansi nluliti diui pcncatatan, pengikhtisarao sampai dengan pelaporan;

d. Menyusu rensuru kegiatan pcmbinaar/binrbingan dan melakukan koordinasi dengar

cara mengevaluasi dan mempelajari kegiatan penyusunan laporan pcrtanggungiawaban

SKPD;

e. Melakukan penyusunan serta merekap dan menganalisis pencatatan akuntansi dan

pengikltisaran laporan keuangan SKPD;

f. Menyusun arus kas pemerintah daemh secara periodik;

g. Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis dengan cara mcnggabungkan seluruh

laporan realisasi semester SKPD;

h, Melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan akuntansi dan menyesuaikan denga|

ketentuan yang berlaku dalam rangka penlusunan laporan akhir tahun;

i. Melaksankan manajemen pembinaan dalam seksi dengan cara memberikan arahan dan

bimbingan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan:

j. Melaksanakan bimbingan teknis dan operasional pelaksanaan kegiatan pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran dengan mengagu pada standar pelayanan, peratuan

perundang-undangan yang berlaku serta refercnsi terkait;

k. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaia[ atas pelaksanaan tugas-tugas seksii

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI ANALISIS DAN PELAPORAN

Pasal 15

(2) Kepala Seksi Analisis dan Pelpporan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis

operasionalisasi analisis dan pelaporan Akr.rntansi.

(2) Uruian tugas dimaksud pada ayat (l) terdid dad ;

a. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberi petunjuk/arahan untuk kelancaran

pelaksanaannya;

b. Menyusun Renoana/ program pelaksanaan tugas seksi sesuai petunjuk tekris dengan cara

mempelajari pedoman kerja bidang akuntansi;

c. Memberikan arahan serta bimbingan kepada stafdalam rnelaksanakan tugas-tugas seksi;

d, Mengumpulkan dota dan melakukan analisis atas laponn petanggungiawaban keuangan

yang disampaikan oleh SKPD;

e. Melakukan pemantau n dan pengcndalian atas pelaksanaan tugas-tLrgas stafyang diberikan

oLeh atasan;



I Menginventarisir dan mengumpulkan data atas laporan keuangan dari setiap SK?D

sebagai bahan analisis untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daenh;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kelima

BIDANG ASET DAERAH

Pasal 16

(1) Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas nelaksanakan tugas teknis dan operasional

urusan pengelolaan kcuangun ciaerah bidang aset daerah,

(2) Unian tugas sebagainr.rnir dimaksud pada ayal (1) terdiri da :

a. Merumuskan kcbijokrLn tcknis dan operasional bidang aset daerah dengan cara

menjabarkan kebiiakan kepala dinas melalui pcnyusunan pedoman pelaksanaan tugas di

bidang aset daerah serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang aset daerah;

b. Merumuskan plogram keda bidang aset daerah melalui masukan se a koordinasi dengan

seksi-seksi pada bidang aset daerah;

c. Menyusun dan mengusulkan daftar usulan program dan kcgiatan serta anggarln pada

bidang aset daerah;

d. Merumuskan prosedur serta mekanismg kerja bidang aset daerah dan menerapkaruya pada

seksiseksi pada bidang asel daemh;

e. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksaan bgas-tugas seksi;

f. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang maupun instansi terkait dalam rangka

penyelesaian tugas-tugas bidang aset daerah;

g. Menginventadsir permasalahan-permasalahan yarg berhubungan dengan bidang aset

daerah;

h. Memberikan arahan dan bimbingan kepada staf serta melakukan koordinasi dengan

kepala-kepala seksi pada bidang aset daenh;

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI ASET DAERAH

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan u.l]san pembukuan dalam

pengelolaan as9t.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Men)'usu1 rencana kegiatar/program seksi aset daerah berdasarkan pedoman kerja bidang

aset daerah;

b. Membuat tata cira kerja sesuai pedoman kerja bidang Aset Daemh serta refcrensi terkait;
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c. Melaksanakan pencatatal dan pengelolaan aset daerah dan mengevaluasi hasil

peiaksanaan kegiatan pengelolaan dan pencatatat asct dae&h yang telah dilaksanakan

tahun-tahun sebeltmnya;

d. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pendataan aset barang daerah guna

penyusunan laporan keuangan neraca daerah pada setiap SKPD;

e. Melaksanakan pembinaan terhadap pencatatan akuntansi aset barang daerah pada setiap

SKPD;

f, Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seksi maupun bidang dalam rangka

pelaksanaan tugas pengeiolaar aset daerah;

g. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi bawahan untuk k€lancaran

pelaksanaar tugas serta pembinaan dar pengembangan karier pegawai;

h. Melaporkan hasil pelaksanaau tugas secara berkala mauptur sewaktu-waktu kepada atasan;

i. Melalcanakan lugas lain yang diberikan oieh atasan.

SEKSI PENDATAAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan nempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dan

operasional pendataan dan pelaporal atas pgngelolaan aset daerah.

(2) Uraian tugas sebagainana dimr*sud pada ayat (l) terdiri dari :

a. Menyusur rencanir/progranr kegiatan seksi pendataan dan pelaporan sebagai pedoman

delarn rnclaksanrk.rrr tu,grr.;  scL: i

b. Menyusun dan tnenyiapkan laporan berkala pergglol&!1 asel pcmerintah dacrah;

c. Melakukiur koordinasi dengan bidang lain cialam rangka pcnyediaan data aset daer.rh yang

akurat;

d. Melaksa[akan pengambilan data akuntansi aset barang daerdh pada setiap SKPD;

e. Mendistribusikzin tugas, memberi petunjuk, menilai preslasi bawah.ln untuk kclancaran

pelaksanaan tugas se(a pembinaan dan pengembangan karicr pcgawai;

f. Melaporkan hasii pelaksanai tugas secaxa berkala maupun scwaktu-waklu kepada atasan;

g. Mel.ksdakan lugas iain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

Bagan Struktu. Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupatell

Buru adalah sebagaimana terdapat dalam larnpinn Peratumrl ini dan merupahan bagian tak

terpisahkaL
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Pasal 20

Dengan berlakunya Peratutan Bupali ini maka Peratunn Bupati Buru Nono. 63 Tahun

Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktiuai Dims Pendapatan Dacrah Kabupaten

diryatakan tidak berlaku iagi.

Pasal 2l

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang melgetahuirya, memednta]rkan pengundangan pelaturan ini dengan

penempatannya dalam berita daerah Kabupaten BuIu.

Ditetapkan di Namlea

Diundangkan di Namlea

24 Jun i  2011

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

il-

200'1

Bunr

AERAH KABUPATEN BURU,

RAD.IAT

BERITA DAERAH zuTBUPATEN BURU TAHUN 201 I NOMOR : 9ll

24 Juni,20lI

BURU, /

; J \

\-;..,
a i t ,
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